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Keywords Abstract

Legal Certainty, Divorce, There is no common benchmark to justify/interpret the reason for divorce in
Divorce, Decisions, Article 19 letter (f) PP 9/1975) jo. Article 116 letter (f) KHI. This research
Religious Courts focuses on three decisions from the Padang Religious Court. The purpose of this

research is to analyse why there is a distinction in the three decisions when
interpreting Article 19 letter (f) PP 9/1975) jo. Article 116 letter (f) KHI and
how the legal certainty of the interpretation of Article 19 letter (f) PP 9/1975)
jo. Article 116 letter (f) KHI. This research uses normative research with
statutory, conceptual, and comparative approaches. This research found that
the distinction that occurred in PA Padang-947, PTA Padang-4, Cassation-448
was due to (1) differences in using major premise references in framing
considerations, (2) the position of SEMA which is not ‘mandatory’ to be used by
judges, (3) the absence of a uniform interpretation regarding the cause of
divorce, even though the Supreme Court issued SEMA. Legal certainty on the
causation of divorce can be realised, if improvements are made to two
dimensions: the dimension of the regulatory norms and the dimension of the
type of PUU that regulates the content material.

Kata Kunci Abstrak

Kepastian Hukum, Tidak terdapat kesamaan tolak ukur untuk menjustifikasi/memaknai alasan
Perceraian, Talak, Putusan, cerai talak di dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
Pengadilan Agama Penelitian ini berfokus pada 3 Putusan Pengadilan agama Padang. Tujuan

riset ini, menganalisis mengapa terjadi distingsi pada ketiga putusan
tersebut ketika memaknai Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf
(f) KHI dan bagaimana kepastian hukum penafsiran Pasal 19 huruf (f) PP
9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Riset ini menggunakan jenis penelitian
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta
perbandingan. Riset ini menemukan bahwa Distingsi yang terjadi pada PA
Padang-947, PTA Padang-4, Kasasi-448 disebabkan (1) perbedaan
menggunakan rujukan premis mayor dalam membingkai pertimbangan, (2)
kedudukan SEMA yang tidak “wajib” digunakan oleh hakim, (3) tidak adanya
penafsiran yang seragam terkait kausa cerai talak, meskipun MA
mengeluarkan SEMA. Kepastian hukum kausa cerai talak dapat terwujud,
jika dilakukan perbaikan terhadap 2 dimensi yaitu: dimensi norma
pengaturannya dan dimensi jenis PUU yang mengatur materi muatannya.
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1. Pendahuluan

Setelah hakim gagal mendamaikan kedua belah pihak, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan pengadilan agama.[1]-[3] Tidak diragukan lagi, perceraian yang
dimaksud adalah cerai gugat dan talak.[4] Pasal 115 KHI menegaskan bahwa "yaitu untuk
orang Islam bahwa perceraian, yakni cerai talak/cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan
sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.".[5] Artinya, talak adalah janji suami di hadapan Pengadilan Agama yang
memungkinkan perkawinan diputus.[6]

Hanya saja, ketika diajukannya permohonan talak, pengadilan akan tetap
meneliti/mempertimbangkan posita/petitum yang diajukan oleh pemohon (dalam hal ini
suami/pihak laki-laki). Pertimbangan itu berkaitan dengan alasan diajukannya cerai talak
(kausa cerai talak).[7], [8] Dalam perspektif UU No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU
Nomor 1 /1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU-Perkawinan) dan KHI, 6 sebab
yang dapat dijadikan alasan perceraian karena talak (termasuk cerai gugat) yaitu: (a) salah
satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan
perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan, (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya, (c) salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) salah satu pihak
atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak
yang lain, (e) salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, (f) antara suami dan istri
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga.[9], [10] Dari alasan perceraian yang dijustifikasi oleh
regulasi tersebut, ditemukan bahwa rentang tahun 2023-2024, alasan (kausa)/ penyebab
terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dengan
jumlah kasus mencapai, 284.169 kasus (2022), 251.828 (2024).[11]-[13]

Namun, persoalannya, terdapat perbedaan tafsir pada tataran implementasi di
pengadilan terhadap kausa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Kausa ini
sangat sumir karena: apakah kausa itu bersifat kausalitas sehingga harus dibuktikan terlebih
dahulu penyebab dari perselisihan, apakah kausa tersebut cukup dibuktikan dengan
perselisihan yang terjadi, atau kausa perselisihan dan pertengkaran itu sifatnya komulatif
bersamaan dengan tidak adanya harapan hidup rukun di dalam rumah tangga. Sehingga,
diperlukan konfrontasi antara fakta dan norma secara mendalam sebelum pengadilan
mengabulkan permohonan cerai talak tersebut. Disamping, harus adanya logika deduksi
terhadap aktifnya norma tersebut.

Polemik perbedaan konsepsi, tafsir, dan ketidakpastian hukum ini terlihat pada
beberapa temuan (penelitian/putusan). 5 (lima) putusan Putusan Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe dalam perkara cerai gugat pada tahun 2021 menunjukan bahwa sebab yang
paling mendominasi terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus adalah:
faktor ekonomi, perselingkuhan, poligami, tidak memiliki keturunan, tempramental dan
kurangnya pengetahuan agama sehingga melalaikan kewajiban rumah tangga. Anehnya,
hakim mengabulkan hal tersebut, meskipun sebab tersebut tidak tertuang secara langsung
dan legal sebagai alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia.[14] Pada putusan ini
hakim melihat bahwa aspek kausalitas menjadi tolak ukur dalam keterpenuhan kausa cerai.
Temuan lain memperlihatkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 (selanjutnya disebut PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni antara suami istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun’lagi dalam rumah tangga bersifat “terbuka”.[15] Artinya, banyak pintu masuk untuk
“mengaktifkan” kausa ini. Dengan kata lain, kausa cerai tersebut disamping bersifat terbuka
juga bersifat kausalitas. Harus dibuktikan terlebih dahulu penyebab terjadinya perselisihan
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sebelum perselisihan itu terjadi (causa prima perselisihan). Dalam Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 67 PK/AG/2010, kausa cerai talak juga harus dibuktikan dengan kedua belah
pihak telah pisah kamar dan bahkan sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri
pada umumnya, selain terjadinya perselisihan.[16]

Ketidakpastian/disparitas tafsir terhadap kausa cerai talak yang dapat dikabulkan ini
juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang, hingga berujung pada kasasi. Dalam
Putusan Pengadilan Agama Nomor 947/Pdt.G/2023/PA.Pdg (selanjutnya disebut PA Padang-
947), kausa cerai talak yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116
huruf (f) KHI terbukti dengan indikator: berpisahnya pemohon selama 4 bulan dan
pertengkaran yang rumit (penyebab perselisihan). Pada tingkat banding (Putusan Nomor
4/Pdt.G/2024/PTA.Pdg, selanjutnya disebut PTA Padang-4), kausa cerai talak terbukti
(dikabulkan) dengan indikator berpisahnya tempat tinggal (terlepas berapa jangka waktu
berpisahnya) dan adanya broken marriage. Namun, ditingkat Kasasi dalam Putusan
448/K/Ag/2024 (selanjutnya disebut Kasasi-448), PA Padang-947 dan PTA Padang-4
dibatalkan, lantaran kausa cerai talak tidak terbukti yaitu baru berpisah 1 bulan saat
permohonan diajukan oleh pemohon ke PA Padang. Deret fakta penelitian dan putusan ini
memantulkan bahwa: tidak terdapat kesamaan tolak ukur untuk menjustifikasi/memaknai
alasan cerai talak di dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam
kondisi/situasi/prasyarat apa konstruksi norma tersebut bisa dikabulkan?. Artinya,
bagaimana seharusnya norma tersebut diinterpretasikan? jika dikonfrontasi dengan fakta
persidangan.

Ada beberapa riset yang telah menganalisis konsepsi alasan/kausa dalam cerai talak
tersebut. Diantara lain, nusyuz menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Sehingga, kausa
cerai talak dianggap terpenuhi jika terbukti nusyuz.[17] Disisi yang lain, keterpenuhan
terjadinya syigdq merupakan tolak ukur dikabulkannya cerai.[18] khusus untuk alasan cerai
karena KDRT mempunyai kelemahan dalam regulasi, karena terbatasnya lingkup jenis
kekerasan di dalam pengaturannya.[19] Dikaitkan dengan riset itu, terlihat belum ada yang
menyentuh aras yang lebih komprehensif untuk membahasas tentang :(a) tolak ukur
keterpenuhan Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, (b) cara seharusnya
menafsirkan norma tersebut, (c) relasi peraturan perundang-undangan terkait dengan norma
tersebut. Kondisi ini telah mengafirmasi bahwa terdapat riset gap, sehingga memunculkan
novelty pada penelitian ini.

Riset ini dibatasi terhadap kajian terhadap PA Padang-947 yang merupakan satu
kesatuan yang berlanjut dengan PTA Padang-4, serta Kasasi-448 (dari Putusan tingkat PA
hingga Kasasi). Tujuan riset ini, pertama, menganalisis mengapa terjadi distingsi pada ketiga
putusan tersebut ketika memaknai Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
Penjelasan ini akan dikonfrontir dengan pengaturan yang terdapat di dalam UU-perkawinan
hingga SEMA, sehingga terpetakan aspek ratio legis dari ketiga putusan tersebut. Kedua,
setelah mengetahui hal itu, maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap bagaimana
kepastian hukum penafsiran Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
Analisis ini akan diiringi dengan kemungkinan revisi terhadap pengaturan norma itu ke
dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini karena, pengaturan kausa
cerai talak yang terdapat di dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI
semestinya tidak diterjemahkan ke dalam bentuk SEMA, melainkan terutama ke dalam
bentuk PP atau Perpres/Perma agar mempunyai kekuatan mengikat selayaknya peraturan
perundang-undangan. Disamping itu, sifat SEMA tidak imperatif-fakultatif layaknya
regeling.[20]

Dalam perspektif teori kepastian hukum, rasio norma kausa cerai talak Pasal 19 huruf
(f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI seharusnya diterapkan seragam oleh pengadilan.
Hal ini untuk menghindari terjadinya perbedaan tolak ukur/parameter ketika norma ini
dibenturkan dengan fakta persidangan. Kepastian hukum menyangkut penerapan materi
muatan regulasi dengan peristiwa konkret secara konsisten, rasional dan logis (konsistensi
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norma vs fakta).[21] Kepastian hukum juga berarti bahwa menuntut keberlakuan positif
(norma), sehingga tidak menimbulkan keraguan dan menciptakan norma yang sistemik.[22]-
[26] Hal ini sejalan dengan teori negara hukum yang justru menginginkan terciptanya
supremasi hukum, sehingga hukum yang rigid/pasti dijadikan parameter dalam mengurai
setiap kasus yang diperhadapkan dengan negara.[27], [28] Dalam rangka memperjelas dan
mengkonkretkan kepastian hukum terkait hal ini, maka analisis tidak akan terlepas dari
perspektif teori perundang-undangan. Hal ini karena, terdapat persoalan juga dalam taraf
pengaturan yang justru dipaksakan melalui SEMA. Tentu ini menjadi tidak tepat lantaran
SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim
untuk menyandarkan argumentasinya kepada SEMA.[29]-[31] Secara teoritik, materi muatan
norma tersebut harusnya dijabarkan ke dalam bentuk PP atau Perpres/Perma agar kekuatan
mengikatnya sama dengan jenis regeling (umum-abstrak).

2. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan jenis penelitian normatif.[32] Aspek normatif pada penelitian
ini tertuju pada: (a) pertentangan antara norma hukum dengan konstruksi pertimbangan
hakim dalam putusan, (b) pertentangan cara menafsirkan UU berikut aturan turunannya
yang dikonstatir dengan fakta persidangan, (c) aspek sollen yang seharusnya dijadikan tolak
ukur dalam membentuk norma hukum, (d) keterkaitan sistematis diantara PUU terkait.[33]

Pendekatan yang digunakan Pertama, pendekatan PUU. Pendekatan ini berguna untuk
melihat konsistensi dan interpretasi sistematis diantara PUU terkait cerai talak. Kedua,
Pendekatan konseptual berguna untuk menyelaraskan konsep hukum dari cerai talak.
Ketiga, Pendekatan Perbandingan digunakan untuk melihat komparasi diantara putusan
cerai talak dan PUU terkait cerai talak. Data sekunder manjadi titik tolak dalam penelitian,
sehingga keberadan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) menjadi penting dalam
rangka analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier.[34], [35] Teknik konten analisis yang disajikan secara
deskriptif adalah dasar dalam mengalanisis legal problem dalam riset ini.[36]

3. Hasil dan Pembahasan
Distingsi dan Ratio Legis PA Padang-947, PTA Padang-4, Kasasi-448

Terdapat perbedaan antara PA Padang-947, PTA Padang-4, Kasasi-448 dalam memutus
perkara cerai talak. Perbedaan itu tampak tidak hanya pada basis argumen yang membingkai
pertimbangan, namun justru masuk ke dalam cara padang dalam memaknai premis mayor (
pasal dan dasar hukum yang menjadi sandaran dalam memutus perkara). Dasar hukum yang
dimaksud adalah Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI berserta aturan
derivatifnya (SEMA).

Pada PA Padang-947, hakim melihat bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara
Pemohon dengan Termohon sudah lebih 4 bulan sampai dengan sekarang menjadi indikasi
yang ‘kuat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana
diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari dari kedua belah pihak Pemohon dan
Termohon untuk bercerai yang dinyatakannya dalam persidangan ini. Selain itu, dalam kasus
ini majelis hakim berpendapat bahwa kata-kata dapat dalam Rumusan Kamar Agama Nomor
1 tahun 2022 hukum perkawinan huruf b angka (2) tersebut merupakan pilihan, artinya
boleh’ di pakai dan boleh tidak, untuk itu khusus dalam perkara ini majelis hakim
berpendapat, meskipun Pemohon dengan Termohon telah berpisah hanya selama 4 bulan
namun karena pertengkarannya telah terlalu rumit sehingga Pemohonpun sampai
mengucapkan talak 3 dalam perkawinannya ini apalagi pihak keluarga sudah mendamaikan
tetapi tidak berhasil, majelis hakim di persidangan dan juga mediator juga telah
mendamaikan namun tetap tidak berhasil, sehingga hubungan perkawinan Pemohon dengan
Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup
rukun.[37] Dalam konteks ini, ada beberapa hal subtansial yang dilakukan oleh hakim dan



Iwan Setiawan Malaka Law Review, 2 (1), 2024, pp. 1-12

justru berseberangan dengan regulasi yaitu: Pertama, hakim tidak mengikatkan dirinya pada
SEMA 1/2022 dan menyimpangi SEMA 1/2022, padahal SEMA adalah petunjuk teknis/wajib
MA agar kesatuan persepsi terbentuk dikalangan para hakim. Kedua, paradigma yang
melatari terpenuhinya kausa cerai talak tertuju pada paradigma sebab-akibat. Ketiga, ada
kesalahan dalam memaknai sifat norma SEMA 1/2022 karena yang alternatif itu bukan soal
frasa  “dapat” melainkan jika perselisihan dan pertengkaran itu tidak terbukti, maka
berpisahnya tempat tinggal minimal 6 bulan adalah kategori yang harus dipenuhi. Keempat,
putusan ini seharusnya tetap dikabulkan lantaran kategori perselisihan/pertengkaran
memang terbukti, dan yang tidak terbukti adalah berpisahnya tempat tinggal minimal 6
bulan. Hanya saja, pertimbangan hakim tidak selaras dengan maksud SEMA 1/2022. Ratio
legis dari putusan ini adalah kabulnya permohonan cerai talak diletakan dalam kerangka
menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat. Disisi yang lain, aspek
kemanfaatan terbesar diletakan sebagai tolak ukur dalam mengabulkan talak (lebih banyak
manfaatnya jika mereka bercerai).[37]

Pada PTA Padang-4, hakim melihat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding
dan Termohon/Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana masing-masing
suami isteri tidak lagi menemukan kedamaian, kerukunan dan keharmonisan, telah saling
menyalahkan satu sama lain, tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, upaya
mendamaikannya tidak berhasil, apa lagi di dalamnya telah ada wanita idaman lain (wil), dan
pada akhirnya sama-sama berketetapan hati untuk memilih jalan perceraian, hal tersebut
adalah indikator dari sebuah perkawinan yang telah pecah (broken marriage), sesuai SEMA
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, in casu Rumusan Hukum
Kamar Agama-4.[38] Dalam konteks ini, hakim telah salah meletakan dasar hukum karena
tidak menyandarkan argumen pada SEMA 1/2022 yang justru telah berubah menjadi SEMA
3/2023. Kekhususan dari SEMA 3/2023 adalah sifat normanya komulatif. Dengan kata lain,
elemen norma berfokus pada: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6
(enam) bulan adalah prasyarat aktif kausa cerai talak. Putusan ini juga tidak mengkonstatir
jangka waktu berpisahnya para pihak. Ratio legis PTA Padang-4 adalah kabulnya cerai talak
dilandasi oleh terjadinya broken marriage yang justru tidak sesuai dengan prinsip keadilan
dalam syari’at Islam.

Pada Kasasi-448, hakim melihat bahwa, baik PTA/PA telah salah menerapkan hukum
karena pemohon dan termohon baru berpisah kurang dari 1 (satu) bulan. Kondisi ini tidak
memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh SEMA 1/2022 yaitu perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal
selama minimal 6 (enam) bulan.[39] Anehnya, kasasi ini, pertimbangannya tidak
menyandarkan pada dasar hukum baru yaitu SEMA 3/2023. Ratio Legis Kasasi-448 adalah
membatalkan PTA Padang-4 karena tidak memenuhi unsur/prasayarat kausa talak yang
dijabarkan SEMA 1/2022. Artinya, dalam pandangan positivisme hukum, norma yang
tercantum di dalam SEMA 1/2022 tidak diterapkan oleh PTA.

Kepastian Hukum Kausa Cerai Talak

Tolak ukur kausa cerai talak yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo.
Pasal 116 huruf (f) KHI ditafsirkan berbeda-beda pada tingkat peradilan. Norma tersebut
menyatakan: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak'ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Silogisme hipotetiknya, (jika
p-q), cerai talak bisa dikabulkan jika terbukti alasan Antara suami dan istri terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga terjadi.[40] Persoalannnya, dasar verifikasi (prasayarat aktifnya/tolak ukur)
logika norma tersebut agar terpenuhi dilakukan secara berbeda-beda oleh pengadilan.
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Sehingga terjadi ketidakpastian hukum dalam menginterpretasikannya. Lantas, bagaimana
agar kepastian hukum terhadap norma ini dapat terwujud?

Norma tersebut merupakan derivat dari Pasal 39 ayat (2) UU-Perkawinan yang
memberikan perintah bahwa harus ada cukup alasan jika ingin mengajukan cerai talak.
Alasan/kausa cerai talak tersebut harus bisa membuktikan “antara suami istri itu tidak akan
dapat rukun”. Artinya, secara silogisme, maka kausa/alasan talak itu menjustifikasi terjadinya
keadaan “tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Keadaan tidak bisa hidup rukun
tersebut harus didukung oleh penyebabnya. Maka, dalam tafsir gramatikal, sifat norma
tersebut bertitik tolak sebagai hubungan kausalitas (cukup alasan/kausa untuk membuktikan
tidak akan dapat rukun). Hanya saja, penjelasan UU-Perkawinan menyatakan maksud dari
Pasal tersebut: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa terjadi perluasan makna terhadap nomenklatur
cukup alasan tersebut. Dengan kata lain, pembuktiannya bersifat komulatif yaitu harus
membuktikan jangka waktu terus menerus perselisihan+pertengkaran+tidak ada harapan
hidup rukun. Masalahnya tambah “runyam” pada konteks ini karena berapa waktu yang
diberikan guna menafsirkan norma terus menerus tersebut. Lalu, perselisihan dan
pertengkaran ini sifatnya komulatif, sehingga musti dibuktikan keterkaitan antar frasa ini,
disamping juga apakah musti digali terlebih dahulu jenis perselisihan yang memungkinkan
terpenuhinya frasa tersebut. Penjelasan UU-Perkawinan tidak memberikan kepastian terkait
hal itu, begitupun penjelasan yang dituangkan di dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal
116 huruf f KHI. Situasi tersebut justru menjadi celah bagi hakim untuk mengkonstatir norma
itu secara bebas, sehingga terjadi perbedaan pertimbangan pada setiap putusan sebagaimana
yang telah penulis jabarkan pada pendahuluan.

Namun, MA berupaya untuk menyatukan persepsi terkait legal reasoning norma
tersebut melalui beberapa SEMA yaitu: SEMA 4/2014, SEMA 1/2022, dan SEMA 3/2023.
Menurut SEMA 4/2014 Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah
tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: damai tidak berhasil,
komunikasi tidak baik, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan
kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal
lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL,LKDRT, main judi dan lain-
lain).©Dalam logika SEMA 1/2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan
bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
Sementara itu, SEMA 3/2023 menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6
(enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan
KDRT.[41]-[43] Dari penjabaran beberapa SEMA tersebut, dapat dilhat bahwa terdapat
perbedaan argumen terhadap keterpenuhan kausa cerai talak, beserta parameter
pembuktiannya. Perbedaan itu terfokus pada cara menarik premis-konklusi alasan/kausa
dari cerai talak, parameter pembuktian, tafsir terhadap pertengkaran perselisihan, serta
jangka waktu berpisah. Perbedaan itu jika dirincikan terlihat sebagai berikut:



Iwan Setiawan Malaka Law Review, 2 (1), 2024, pp. 1-12

SEMA Verifikasi Kausa cerai Talak Parameter Pembultian
SEMA 4/2014 | fakta menunjukkan rumah tangga sudah - Tidak berhasilnya
pecah (broken marriage) damai

-  Kedua belah
pihak/salah satunya
meninggalkan
kewajiban

- Pisah ranjang/tempat
tinggal bersama

- Fakta persidangan

SEMA 1,/2022 | suami/ istri berselisih dan bertengkar terus - Berselisih dan
menerus atau telah berpisah tempat tinggal bertengkar terus
selama minimal 6 (enam) bulan menerus

- Berpisah tempat
tinggal minimal 6

bulan

SEMA 3/2023 | suami istri terjadi perselisihan dan - Perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada pertengkaran terus
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah menerus
tangga diikuti dengan telah berpisah tempat - Tidak ada harapan
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali hidup rukun
ditemukan fakta hukum adanya - Telah berpisah
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT tempat tinggal

minimal 6 bulan

-  KDRT merupakan
prasyarat
disimpanginya alasan
diatas

Tabel 1. Komparasi SEMA dalam Menafsirkan Kausa Cerai Talak

Dari tabel perbandingan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terjadi perbedaan tolak
ukur dalam melihat kausa cerai talak. SEMA 4/2014 lebih menitikberatkan pada fakta
persidangan (konstatir antara posita dengan fakta yang muncul di dalam persidangan)
dengan indikator yang dijelaskan dalam SEMA. Kelemahan yang terlihat di dalam SEMA ini
adalah (1) perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak mendapatkan parameter
jangka watu, artinya frasa “terus menerus” bebas diartikan oleh hakim. (2) jangka waktu para
pihak meninggalkan kewajiban juga tidak ada tolak ukurnya, (3) berpisahnya tempat
tinggal /ranjang juga tidak ada batasan waktunya, (4) motif/penyebab terjadinya akibat
perselisihan dan pertengakaran tidak wajib dibuktikan.

Sementara itu, dalam SEMA 1/2022, lebih mengfokuskan pembuktian pada berselisih
dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan.
Kelemahan dalam SEMA ini yaitu (1) penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
bukanlah suatu kewajiban bagi hakim menemukannya, (2) frasa “terus menerus” bebas
diartikan oleh hakim, (3) normanya bersifat alternatif. Sedangkan, SEMA 3/2023, elemen
norma berfokus pada: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.
Kelemahan dalam SEMA ini adalah (1) jangka waktu perselisihan dan pertengkaran, (2)
penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukanlah suatu kewajiban bagi hakim
menemukannya, (3) frasa “terus menerus” bebas diartikan oleh hakim. Hanya saja, untuk
mendukung dipersulitnya perceraian, prasyarat yang diatru SEMA ini sangat kompleks dan
sesuai dengan original intens dari UU-Perkawinan serta KHI, karena pembuktian cerai dalam
norma yang diatur SEMA bersifat komulatif. Terlepas dari itu, maka jika disandarkan pada
asas lex posterior derogat legi priori, SEMA 3/2023 yang akan menjadi pedoman dasar dalam
memutus perkara cerai talak lantaran baru dan sudah tentu menegasi aturan-aturan
lama:[44]

Dari paparan hasil penelitian (Hasil 1 dan II) , dapatlah terlihat bahwa perbedaan cara
pandang dalam menafsirkan konstruksi Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f
KHI tidak terhindarkan. Ditambah lagi, tidak semua hakim “mau” terikat dengan SEMA.
Bahkan, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam menafsirkan ketentuan pasal
tersebut (secara subtansial). Situasi inilah yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian
hukum dalam menerjemahkan pasal tersebut di tataran implementasi. Apalagi, ketika hakim
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berupaya mengkonstatir fakta persidangan dengan norma hukum, ketidakpastian tolak ukur
dalam membangun argumen seringkali terjadi.

Secara teori kepastian hukum, deduksi norma di dalam materi muatan Pasal 19 huruf
(f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI pada tataran pengadilan harus diterapkan secara
konsisten, rigid, detail, dan pasti. Kepastian hukum disini dimaksudkan agar para hakim bisa
mendapatkan sandaran yang jelas ketika mengkonstatir dimensi norma tersebut jika
diperhadapkan dengan fakta yang muncul dipersidangan. Sehingga, menyandarkan pada
teori kepastian hukum, maka setidaknya parameter norma tersebut harus dijelaskan secara
lebih detail pada sisi interpretasi normanya. Hal ini dilakukan karena, dalam konteks sistem
hukum civil law, dan penalaran norma pada negara civil law, deduksi logis dimulai dari
kejelasan tolak ukur dan interpetasi hukum terhadap suatu norma hukum.[45]-[47] Artinya,
premis mayor harus didudukan terlebih dahulu (aspek kejelasan norma dari UU Perkawinan,
KHI, dll). Hakim terikat dengan pola penalaran undang-undang. Khususnya, Pasal 19 huruf
(f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI. Berbeda dengan karakter penalaran norma hukum
yang terdapat di negara-negara anglo, disana putusan hakim diletakan sebagai premis mayor
yang sifatnya terbatas.[48] maksudnya adalah fakta dapat mengeyampingkan norma/hakim
terikat dengan putusan hakim sebelumnya dengan pola kasus yang sama, atau bisa saja
hakim memutuskan lain dari putusan sebelumnya karena faktor-faktor “terberi” dalam kasus
yang baru. Oleh karena itu, dalam konteks interpretasi Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal
116 huruf f KHI agar lebih rigid /konsisten maka premis mayor ini harus didudukan terlebih
dahulu dengan cara sebagai berikut.

Pertama, Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI perlu diterjemahkan
secara pasti dengan memuat tolak ukur yang jelas. Kejelasan disini menyangkut kepastian
penafsiran terhadap “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Cara
pandang terhadap materi muatan ini musti diselaraskan denga original intents UU-
Perkawinan, KHI, dan prinsip pengaturan yang menopang isu-isu perceraian (prinsip
mempersukar perceraian). Sehingga, dalam rangka kepastian hukum, maka norma tersebut
harus diartikan sebagai: makna terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
mustinya bersifat kausal dan punya jangka waktu. Dalam konteks ini, harus dibuktikan
terlebih dahulu rasionalitas kausal dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Logikanya:
musti'‘ada penyebab yang siginifikan memunculkan perselisihan dan pertengkaran. Penyebab
itu harus bersifat subtansial, darurat, dan krisis. Seperti: perselingkuhan, KDRT, judi,
meningkalkan kewajiban, dll (tidak bisa dimaafkan lagi dalam konteks menjaga keutuhan
rumah tangga serta tidak ada harapan untuk memperbaikinya). Setelah penyebab pasti ini
ditemukan, maka harus dibuktikan lagi jangka waktu selisih dan bertengkar ini terjadi.
Minimal 6 bulan perselisihan dan pertengkaran ini terjadi yang diikuti dengan berpisahnya
tempat tinggal/ranjang selama jangka waktu tersebut. Hitungan 6 bulan ini termasuk
dihiting sampai permohonan cerai talak diajukan di pengadilan. Sehingga, dapatlah
disimpulkan bahwa kausa cerai talak sifatnya komulatif.

Kedua, setelah kepastian penafsiran itu ditetapkan, maka dalam konstruksi teori
perundang-undangan, pengaturan/norma Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f
KHI harus diletakan ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan, bukannya ke
dalam SEMA. Jenis PUU yang memungkinkan materi muatan ini dimuat adalah PP, Perpres
dan/atau Perma. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjunya disebut UU-P3), PP diletakan
sebagai aturan pelaksana dari UU. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, norma
“induk” kausa cerai talak yang terdapat di dalam UU-Perkawinan j.o. KHI, harus dijabarkan ke
dalam PP. mengapa harus diletakan ke dalam PP?. Hal ini karena: (a) PP adalah salah satu
jenis PUU yang berguna untuk menerjemahkan pelaksanaan UU secara hierarkis (b) PP
adalah PUU yang tentu pasti berlaku untuk umum, dan punya daya ikat, (c) para hakim tidak
akan- mengelak karena akan “dikunci” penafsirannya yang rigid melalui PP, (d) PP
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memungkinkan untuk merevisi klausul norma di dalam UU secara cepat, sehingga tidak perlu
waktu lama untuk mengubah UU sektoral. Dengan kata lain, penjelasan Pasal 19 huruf (f) PP
9/1975 harus direvisi dan ditambahkan penjelasan sebagaimana yang penulis jabarkan
sebelumnya.

Alternatif kedua, adalah melalui Perpres. Peraturan Presiden adalah PUU yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah PUU yang lebih tinggi atau dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Hanya saja, perintah tegas untuk
menerjemahkan ke dalam Perpres tentang kausa cerai talak tersebut tidak tegas-tegas
dicantumkan di dalam PP. Sehingga, keberadaan Perpres tidak logis untuk mengatur materi
muatan tersebut. Alternatif ketiga adalah melalui Perma. Secara hirarkis Perma tidak
termasuk ke dalam hirarki PUU, namun eksistensinya diakui sepanjang Perma dibentuk
berdasarkan kewenangan atau atas perintah dari PUU yang lebih tinggi. MA memang
diberikan kewenangan atributif membentuk Perma oleh UU Kekuasaan Kehakiman j.o UU
MA, namun dalam logika pengaturan cerai talak, materi muatan yang berasal dari UU-
Perkawinan/KHI tidak langsung menunjuk Perma sebagai dasar pengaturan lanjutan.
Sehingga, menjadi tidak selaras dengan asas-asas dalam pembentukan PUU. Oleh karena itu,
PP adalah jenis PUU yang rasional dalam mengatur norma tersebut. Kepastian hukum akan
tampak jika norma itu diatur ke dalam jenis aturan yang tepat. Sehingga, tidak ada alasan
untuk tidak menaati cara pandang/analisis yang berangkat dari PP.

4. Simpulan

Distingsi (perbedaan) yang terjadi pada PA Padang-947, PTA Padang-4, Kasasi-448
disebabkan oleh: (1) perbedaan menggunakan rujukan premis mayor dalam membingkai
pertimbangan, (2) kedudukan SEMA yang tidak “wajib” digunakan oleh hakim, (3) tidak
adanya penafsiran yang seragam terkait kausa cerai talak, meskipun MA mengeluarkan
SEMA. Ratio legis dari PA Padang-947 adalah kabulnya permohonan cerai talak diletakan
dalam kerangka menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat. Disisi yang
lain, aspek kemanfaatan terbesar diletakan sebagai tolak ukur dalam mengabulkan talak
(lebih banyak manfaatnya jika mereka bercerai). Ratio Legis PTA Padang-4 adalah kabulnya
cerai talak dilandasi oleh terjadinya broken marriage yang justru tidak sesuai dengan prinsip
keadilan dalam syari’at Islam. Sedangkan Ratio Legis Kasasi-448 adalah membatalkan PTA
Padang-4 karena tidak memenuhi unsur/prasayarat kausa talak yang dijabarkan SEMA
1/2022. Artinya, dalam pandangan positivisme hukum, norma yang tercantum di dalam
SEMA 1/2022 tidak diterapkan oleh PTA. Kepastian hukum kausa cerai talak di dalam norma
Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI dapat terwujud, jika dilakukan
perbaikan terhadap 2 dimensi yaitu: dimensi norma pengaturannya dan dimensi jenis PUU
yang mengatur materi muatannya yang seharunya dimuat ke dalam PP.
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